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PENYIDIKAN DA PENUNTUTAN TEREADAP PERKARA-2 PIDANA
JANG MENYANGKUT OTAK PENGEDARAN UKD PALSU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDOMESIZ

MONIMBANG  : 1. Bahwa masalah pembuatan Uang Palsu dan Pengedarannya di-
berbagai deerah di Indonesis, terutama yang menurut Bank
Indonesic termasuk jenis yang berbahaya (vaitu pecahan
Fp.10.006,- ®p.1,000,~ dan Rp.500,-) apabila dilakukan
dalam jumlali besar dan atau terorganiseer dapat merusak
atau meroncorong kekuasaan atau kewibawaan Pemerintah yang
ali, dapatl menimbulkan kegoncangan diantara kalangan pen -
duduk atau masyarakat yang bersifat luas dan atau dapat
gu nenghambat atau mengacaukan industri, produksi,
i, perdagangan Gll éan dengan demikian dapat @i -
kwalifiseer sebagail kegiatan subversi/
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2 Z2.Bahwa untul keseragaman dan untuk memperoleh daya-guna dan

e basil-guna yang maksimal dalam penindakan pro justitianya,
perlu mengeluarkan Instruksi mengenai penyidikan dan pe -
nuntutannyva.

iZHCINGLT @ l.Undang-2 No.l5 tahun 1961 tentang Ketentuan-2 Pokok Kejak-
saan.

Z2.Undang~2 lio.7/Drt/1955 gebagaimana telah diubah dan ditam-
bal.

3.Undang-2 No.5/PHP5/1959.

4.Undang-2 No.21/Prp/1959,

5.Undang-2 No.ll/PNPS/1963.

6.Utidang-2 No.l tabun 154¢.
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Data-2 intelijen dari Bidang Intelijen Kejaksaan
Agung.

Surat Jaksa Agung Muda Bidang Operasi No.B-2576/
C.2.1/5/1976.

Nota Jaksa Agung Muda Bidang Operasi Nower :1422/
C/11/1976 , tanggal. 27 Nopember 1976.

MENGINSTRUKSIKAN:

Para KEPALA XEJAKSAAN TINGGI di SELURUH INDONESIA.
Para KEPALA KEJARSAAN NEGERI di SELURUH INDONESIA.

Memberikan petunjuk-2 dalam pelaksanaan penyidikan
dan penuntutan kepada alat-2 penyidik dan Penuntut
Umum berdasarkan ketentuan-2 sebagai berikut :

1.

3.

5.

Sasaran penyidikan per-tama-2 harus diarahkan pa-
da penemuan fakta-2 dan petunjuk-2 mengenai pem -
buatan dan pengedaran Uang Palsu sebagai suatu tin-
dak pidana.

Penyidikan termaksud dalam ad.l. diatas disamping
berusaha menemukan tindak pidana, juga harus dapat
mengungkap pola-2,jaringan-2 dan motivasi-2 pembu-
atan Uang Palsu serta pengedarannya dan modus ope-
randinya.

Menggalang, menjalin dan membina kerja sama dengan
POLRI, BEA CUKAI, Pengadilan, Bank dan Instansi-2

lain yang bertalian dengan masalah Pemberantasan-

Hgng Palsu.

Penyidikan dan penuntutan diarahkan kepada pelang-
garan terhadap :

a. Undang-2 No.7/Drt/1955 sebagaimana telah diubah
dan ditambah jo Undang-2 No.5/Pnps/1959 atau jo
Undang-2 No.21/Prp/1959.

b. Undang-2 No.ll/Pnps/1963.

c. Ps. 244,245,249, 250 KUHP.
d. Ps.IX s/d XII Undang-2 No.l tahun 1946.

Supaya terhadap para pelaku dilakukan penahanan
yang terus dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan
pemidanaan/penghukuman oleh Pengadilan.

6. Tuntutan 88 e e e ee e
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6. Tuntutan supaya dimintakan yang se-bera£92nya.
- 7. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan 4i : Jakarta.

Pada tangcal $ Novenbar 1976.

KEPADA : DISTRIBUST QAJ“‘;*’/

'TINDASAN :
1. PANGRPRALTTS,
2. MENHANKAM/DPHACRAXORTANLA.

3. MENTERT KEUANGAM.

4. GUBERNUR BANK INDONESIA.
5., KA BAKIN. '

6. KA POLRI.

7. DIR JEN BEA CUKAI.




